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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan adalah suatu kegiatan pemindahan orang atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan suatu tujuan tertentu, baik untuk memperoleh nilai 

tambah untuk barang/komersil maupun untuk tujuan komersil, sedangkan pada 

angkutan orang, angkutan juga dimanfaatkan untuk berbagai tujuan.

Pengangkutan sebagai bagian hukum lalu lintas dan angkutan juga termasuk 

dalam bidang pelayanan jasa ekonomis, sesuai dengan sifat usaha memindahkan 

barang dari tempat asal ke tempat lain. Pengangkutan dapat menghasilkan produksi 

jasa bagi masyarakat yang membutuhkan dan sangat bermanfaat untuk

pemindahan/pengiriman barang-barangnya karena merupakan salah satu pendukung

perekonomian.

Di dalam mengadakan hubungan hukum, pada kenyataannya ada pengirim 

yang tidak berhubungan langsung dengan pengusaha pengangkutan di dalam 

pengiriman barang, akan tetapi melalui jasa perusahaan perantara pencari pengangkut 

yaitu perusahaan ekspedisi, maka di sini pengirim mengadakan hubungan hukum 

dengan jasa perantara yang akan melahirkan perjanjian ekspedisi. Jasa perantara ini 

dapat berbentuk perusahaan yang disebut dengan perusahaan ekspedisi, dan dapat 

juga dilakukan oleh perorangan yang disebut dengan ekspeditur. Dilihat dari 

perjanjiannya dengan pengirim, perusahaan ekspedisi adalah pihak dalam perjanjian
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pemberi kuasa yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi kepentingan 

pengirim sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada 

ekspeditur atas jasanya itu.

Namun tidak menutup kemungkinan, pengirim akan mengadakan hubungan 

hukum secara langsung dengan perusahaan pengangkut. Jika pengirim hanya 

mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan penyelenggara angkutan tanpa 

adanya satu pihak sebagai perantara, artinya di sini pengirim mengadakan hubungan 

hukum secara langsung dengan pengangkut maka akan menimbulkan perjanjian 

pengangkutan. Begitu juga jika pengirim menggunakan jasa perantara atau 

ekspeditur, maka hubungan hukum yang terjadi antara ekspeditur dengan pengangkut 

akan menimbulkan perjanjian pengangkutan. Di dalam perjanjian pengangkutan,

i

pengusaha pengangkutan ialah perusahaan yang mengusahakan pekerjaannya untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dengan kendaraan umum keseluruhan dari

tempat barang itu dimuat/diterima sampai tempat tujuan dengan bertanggung jawab 

dan memperhitungkan biaya angkutan.2

Pihak ekspeditur atau perusahaan ekspedisi sebelum mengadakan perjanjian 

pengangkutan dengan pengangkut, pada umumnya bebas untuk memilih sendiri alat 

angkutan yang dikehendaki untuk mengirim barang-barang tersebut, dengan kata lain

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti 
Bandung, 1998, hal 52

Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Penumpang, Edisi 1, Penerbit Rineka Cipta, 
Jakarta, 1995, hal. 74
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angkutan yang akan mengangkut harus sesuai dengan jenis barang, keadaan dan 

daerah atau si alamat yang dituju.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku perusahaan pengangkut dalam 

skripsi ini merupakan salah satu jenis transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari 

transportasi lainnya yang ditata dalam sistem transportasi nasional, mempunyai 

karakteristik pengangkutan secara masai baik pengangkutan orang maupun barang, 

baik itu barang yang diterima dari perusahaan ekspedisi maupun pengirim langsung 

dan mempunyai keunggulan tersendiri.

Pengintegrasian peranan perusahaan ekspedisi ke dalam perindustrian dan 

akumulasi barang-barang sampai ke daerah-daerah akan benar-benar terasa 

manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan apabila pengekspedisian itu dapat 

dilaksanakan secara baik dan cepat yang akan terasa sekali dalam hal pengiriman 

barang jika sampainya barang itu dalam keadaan utuh dan tepat waktu.

Mengenai ekspeditur ini diatur dalam Buku I Bab V Bagian II Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 86 sampai dengan pasal 90. Pasal 86 ayat (1)

KUHD menyatakan bahwa “tugas ekspeditur hanyalah mencarikan pengangkut bagi 

pengirim yang mempergunakan jasanya dan tanggung jawab ekspeditur berhenti 

pada saat barang-barang dari pengirim itu telah diterima oleh pengangkut. ”

Di sini jelas, bahwa ekspeditur menurut undang-undang hanya sebagai 

perantara yang bersedia mencarikan pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut 

sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya itu.
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Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pihak perusahaan ekspedisi sebelum 

barang dikirim untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai bapak 

rumah tangga yang baik, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1235 

KUHPerdata : “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah 

termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan 

dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat

penyerahan.”

Hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) selaku pengangkut dalam pengiriman barang akan menimbulkan

perjanjian pengangkutan. Yang dimaksud dengan peijanjian pengangkutan adalah 

suatu persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk 

menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke 

tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pengirim/ekspeditaur 

mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Peijanjian pengangkutan selalu 

diadakan secara lisan tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan 

membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.

Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti

yang

luas yaitu kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/membongkar kecuali dalam 

perjanjian ditentukan lain dan umumnya pengangkutan baru diselenggarakan setelah 

biaya angkutan dibayar lebih dahulu, namun menurut kebiasaan masyarakat dapat 

juga dibayar kemudian. Hal ini dapat terjadi karena perjanjian itu diatur dalam Buku 

III KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak (Contract Vrijheid
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Beginsel) bahwa Buku III memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang 

untuk membuat perjanjian terhadap siapa saja, serta bebas untuk menentukan isi 

perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut dengan 

syarat tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Di dalam melakukan hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero), baik pada saat penyimpanan barang tersebut 

dalam gudang penyimpanan perusahaan ekspedisi atau pada saat penyerahan barang 

kiriman itu kepada pengangkut atau pada saat barang tersebut diangkut PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) selaku pengangkut bahwa ada kemungkinan barang kiriman 

itu rusak ataupun hilang sekalipun. Hal ini dapat terjadi karena bencana alam (force 

majeure) seperti : gempa, banjir, tanah longsor, gunung meletus atau bencana alam 

lainnya, atau dapat juga terjadi karena kesalahan ataupun kelalaian oleh pihak 

perusahaan ekspedisi atau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengangkut. 

Jika barang kiriman itu rusak ataupun hilang karena kesalahan atau kelalaian oleh 

pihak perusahaan ekspedisi maka pihak yang bertanggung jawab atas barang kiriman 

itu adalah perusahaan ekspedisi. Begitu juga sebaliknya jika kesalahan ataupun 

kelalaian itu dilakukan oleh pihak pengangkut maka pihak yang bertanggung jawab 

atas hilang atau rusaknya barang kiriman tersebut adalah PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) selaku pengangkut.

Tetapi untuk menentukan pihak mana yang melakukan kesalahan ataupun 

kelalaian adalah suatu permasalahan hukum karena harus ada batasan yang jelas dan 

tegas antara hak dan kewajiban perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api
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Indonesia (Persero) selaku pengangkut, batasan tanggung jawab serta kewajiban 

kedua belah pihak serta klausula-klausula yang tercantum dalam dokumen 

pengangkutan sebagai bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan.

Oleh karena itulah pada penulisan skripsi ini, penulis akan membahas 

hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) yang didasarkan pada perjanjian pengangkutan baik mengenai hak dan 

kewajiban dan juga batas kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam

perjanjian tersebut.

Didorong hal-hal tersebut di atas maka penulis ingin membahasnya pada

penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA

PERUSAHAAN EKSPEDISI DENGAN PT. KERETA API INDONESIA

(Persero) DALAM PENGIRIMAN BARANG.”

B. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang ?

2. Sampai sebatas manakah kewajiban serta tanggung jawab perusahaan 

ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang ?

3. Siapakah yang berhak untuk mengklaim apabila barang yang dikirim itu telah 

sampai di tempat tujuan dalam keadaan rusak ataupun hilang ?
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C. Ruang Lingkup Permasalahan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka dalam pembahasan skripsi ini 

penulis membatasi hanya mengenai hubungan hukum perusahaan ekspedisi dengan 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serta kewajiban dan batas tanggung jawabnya 

dalam pengiriman barang dalam negeri baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ataupun 

Undang-Undang No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.

D. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta

Api Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang.

2. Untuk melihat dalam praktek mengenai batas kewajiban dan tanggung jawab 

perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku 

pengangkut dalam pengiriman barang baik.

3. Untuk mengetahui pihak yang berhak mengklaim apabila barartg yang dikirim 

itu telah sampai di tempat tujuan dalam keadaan rusak ataupun hilang.

b. Manfaat Penelitian

1. diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangUh bagi perkembangan 

llmii pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pada khususnya.
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2. Diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi pemakai jasa pengiriman 

barang yang menggunakan jasa perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) mengenai kewajiban dan batas tanggung jawabnya.

3. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka pembentukan 

hukum di bidang pengangkutan atau transportasi.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan tema di atas

adalah penelitian normatif yang didukung juga oleh penelitian empirik. Maksudnya

di sini, bahwa selain bertitik tolak pada data sekunder atau bahan-bahan pustaka,

penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti data primer atau informasi yang

didapat dari lapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian guna mendapakan informasi dan data dilakukan di :

a. PT. HERONA EXPRESS

Jl. KiMerogan di satasiun pusat kereta api cabang Palembang Kertapati.

b. PT. CITRA BAKTI EXPRESS

Jl. K.H Wahid Hasyim Mutiara 1 No. 971-5 Ulu Darat Palembang 

Telp. (0711)512280 

c. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Jl. Stasiun Pusat Kereta Api Indonesia cabang Palembang di Kertapati.
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3. Sumber Data

Sumber data berasal dari:

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah data sekunder baik 

berupa buku-buku/literatur, tulisan-tulisan maupun media lain yang ada hubungannya 

dengan materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian lapangan di mana data dikumpulkan secara langsung dari 

tempat lokasi penelitian dalam hal ini perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) di Palembang

4. Alat Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Yaitu di sini penulis mengamati langsung keadaan perusahaan ekspedisi dan 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terutama mengenai kewajiban serta tanggung 

jawab perusahaan atas pengiriman barang.

b. Metode Wawancara

Yaitu dalam metode ini, penulis menggunakannya untuk memperjelas data- 

data yang didapat pada metode observasi melalui wawancara dengan dipandu daftar 

pertanyaan.
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c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi metode-metode di atas. Di mana

metode ini penulis mencatat dan menganalisa data-data yang terdapat pada arsip atau

catatan perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

5. Analisis Data

Data Primer dan sekunder yang telah berhasil dihimpun, kemudian dianalisa dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif, dilanjutkan dengan membuat suatu kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan pada skripsi ini.
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